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Menimbang : a. bahwa dalam ran
prestasi kerja, p

usulan program, etaxn
b. bahwa untyk '

dimaksucrlg?

Waliko kabumi te

Anggara

( ang 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
an-}p) ofa_Ke

paerah cil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Jawa @v. dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
nesia tapggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
dang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950

mharan Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Ta n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Ynadang?Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Q.. a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
omor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

omor 4286);

Mengingat

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang .......




5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembagan Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambgéf Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahwy @4 tenta@mbangan

Keuangan antara Pemerintah P Pemer n Daerah

(Lembaran Negara Republik I i hyrq 20Q%, Nomor 126,
k Indoomor 4438);

Tambahan Lembaran Ne
7. Peraturan Pemerintah o¢ p5 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran a Re}@donesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor 4575); @
8. Peraturan Pe ¢ No@ Tahun 2005 tentang

Pengelolaan n Daera embaran Negara Republik
R 2005 Nomgy 140, Tambahan Lembaran Negara

tang Perubahan Atas Keputusan Presiden
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

gdonesia n 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Repuyplik Indonesia Nomor 4418);

10. n Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan
aan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Re lik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
dbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

12. Peraturan .......



Memperhatikan

Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Sukabumi (Lembaran JRaerah Kota Sukabumi
Tahun 2008 Nomor 6);

gmor @ un 2006
Qn Daerah 3ebagaimana
Dalam Negeri Nomor

Atas uran Menteri
ahun 2006 \{éntang Pedoman

PERATURA@IKOTA KNJANG ANALISIS STANDAR

BELAN ANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN RE TAHU GGARAN 2010.

@ % Pasal 1
dalam Peratura @@ta ini, yang dimaksud dengan :
Lota Sukabumi.

Paerah @
. Penpdrin Daerah adalah Kepala Daerah beserta
era daerah Kota Sukabumi sebagai unsur
g z yelenggara pemerintahan daerah.
ala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
@ ~/Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan Daerah.

6. Anggaran ......
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolagn\Keuangan Daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah jutnya disingkat

PPKD adalah kepala satuan kerja per
yang selanjutnya disebut deng

S
O

mempunyai tugas melaksang] penPelolaan A
bertindak sebagai bendahara u rah. Q

9. Bendahara Umum Daerah{y@ang sftanjutnya disthgkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dal itas se i Bendahara Umum
Daerah.

10. Kuasa BUD adalah p ng di @a untuk melaksanakan
tugas Bendahara U aerah.
Daerah selanjutnya disingkat SKPD

Aerah @ia Pemerintah Daerah selaku

A asp
@gguna@garan adalah pejabat pemegang kewenangan
n

ggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan

& fung D yang dipimpinnya.
15. engguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
u elaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran
anYmelaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

1cana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya.

17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

18. Dokumen .......



18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

19. Analisis Standar Belanja adalah standarisasi kegiatan belanja

yang menjadi acuan bagi perencanagxq/pelaksanaan APBD
dalam menyelenggarakan keseluruhan?:fgelolaan keuangan

Daerah.
Pasa @ @
. , Q
Analisis Standar Belanja sqekupakgn sala u komponen

kegiatan yang dikembangkén Peqierintah Daerah sebagai salah

satu bentuk pembinaan beria edoman bagi SKPD
untuk mengukur kinerja gan daenyusunan APBD

dengan pendekatan kinerja. @

(1) Analisis@ ' gaimana dimaksud dalam Pasal 2
diper@\tuk:

a. analfsis  angs belanja program atas kegiatan
engha’dilRat) tingkat pelayanan tertentu sesuai
kebuasyarakat;

@ﬁlai k an beban kerja dan biaya setiap program

an ke yang akan dilaksanakan oleh suatu unit
kerj dalam satu tahun anggaran.
@Analisis dar Belanja dihitung oleh masing-masing unit

ke KPD berdasarkan proyeksi jumlah anggaran dan
b setiap program atau kegiatan yang bersangkutan.

2

(n belanja SKPD yang tidak sesuai dengan ketentuan
AAl

isis Standar Belanja akan ditolak atau harus direvisi dan
disesuaikan dengan Analisis Standar Belanja yang telah
ditetapkan.

Pasal 4

Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 5

Teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, akan diatur dan
ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Agar setiap orang dapat menge

pengundangan Peraturan Walikota Iy
dalam Berita Daerah. @
itetap di Sukabumi
ada ta 1 Oktober 2009
@ \@A SUKABUMI,
@ cap. ttd.

; /E% \\4%{ MUSLIKH ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Sukabumj @
Pada tanggal 1 Oktober 45’1 %
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